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Abstract
Disharmonization in the provisions of regional regulations article 26 no 6 of 2011 and article 5 no 5 in 2016 in the Karanany
districts, which are related to the smoking area is the background in this research. The goal is to find and implementasiyy,
disharmonization solution to Karawang districts local regulations regarding smoking areas. Thus creating a common interpresation iy the
implementation of legal certainty, regional regulations are implemented effectively, efficiently and avoid the dysfunction of Tegional
regulations, meaning that regional regulations can function to provide guidelines for behavior to the community, social control, dispute
settlement and as a means of orderly social change throngh the establishment of a special non — smoking area in the Karawang distrigys.
This research was conducted using normative and empirical methods to produce a solution of disharmonization the provisions of regional @
regulation of Karawang districts regarding the smoking area were by applying the principle of lex posterior deregat legi priori. Sy the
provisions of article 5 no 5 in 2016 exclude or nullify the provisions of article 26 no 6 in 2011 in the Karawang districts. Furthermore
Jor the sake of legal certainty, DPRD the Karawang districts must amendment regional regnlation no 6 in 2016 by revoking the

provisions of article 26.
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Abstrak

Disharmonisasi ketentuan Pasal 26 Peraturan Dacrah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 dengan Pasal 5 Perda Nomor 5
Tahun 2016 di Kabupaten Karawang mengenai kawasan khusus merokok merupakan latar belakang penclitian ini.
Sehingga bertujuan menemukan dan menerapkan solusi disharmonisasi ketentuan Perda Kabupaten Karawang
mengenai kawasan khusus merokok. Schingga menimbulkan kesamaan penafsiran dalam pelaksanaan, adanya
kepastian hukum, perda terlaksana secara efektif dan efisien, dan terhindar dari disfungsi perda, artinya perda dapat
berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan
sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur melalui penctapan kawasan khusus tanpa rokok (KTR) di
Kabupaten Karawang. Penelitian dilakukan dengan metode normatif — empiris menghasilkan solusi disharmonisasi
ketentuan Perda Kabupaten Karawang mengenai kawasan khusus merokok adalah dengan pencrapan asas /e
posterior derogat legi priori. Sehingga ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2016 mengesampingkan atau meniadakan
aturan Pasal 26 Perda Nomor 6 Tahun 2011 di Kabupaten Karawang. Selanjutnya demi kepastian hukum, DPRD
Kabupaten Karawang harus mengamandemen Perda Nomor 6 Tahun 2011 dengan mencabut ketentuan Pasal 26-

nya.

Kata Kunci: Disharmonisasi, Peraturan Daerah, Merokok

Pendahuluan

Kesadaran masyarakat tidak merokok di tempat umum merupakan cakupan paling rendah dari
indikator perilaku hidup bersih dan schat (PHBS) di Kabupaten Karawang. Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2021 menyebutkan bahwa persentase
fasilitas umum yang ber-PHBS di Tahun 2015 mengalami penurunan seperti halnya sekolah yang ber-
PHBS yaitu mengalami penurunan sckitar 12,48 % dari tahun 2014 menjadi 36,92 %. Hal tersebut

~ dikarenakan masih banyaknya Puskesmas yang belum melaporkan hasil kegiatan PHBS-nya ke Dinas
Kesehatan. Dari 7 indikator PHBS di tatanan fasilitas umum, cakupan yang paling rendah adalah masih
kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat-tempat umum. Prosentase rumah

tangga, sekolah, dan fasilitas umum tersebut sejak Tahun 2011 sampai dengan 2015 di Kabupaten

- Karawang dapat dilihat dari tabel berikut.
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' Tabel 1
Promosi Kesehatan Dinag Kesehatan Kabu

Tahun 2011-2015

paten Karawang

. Indikator

ﬁ hT ang ber-P ey b = o 21
|/ Persentasc Rumah Tangga yang ber-PHBS (%) 40,38 4118 52 T R T

| A ; : 73

. Sek rang ber-P ST

| Persentase Sekolah yang ber-PHBS (%) 66,36 | 67,68 213 | 8480 | 819 |
;'// perrsentase Fasilitas Umum yang ber-PHBS (%) 3668 | 506 46 49,40 36 ;2
ﬁggr: Renstra Dinas Keschatan Kabupaten Karawang 2016 - 2021 : ’

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021 Kabupaten Karawang merupakan upaya untuk

mcnrerjcmahk““ dan 11lcng1mplcxnan351kan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pemerintah
Kabupatet Karawang serta memberikan pgnckanan pada pencapaian prioritas pembangunan nasional
formasi kesehatan, standar pelayanan minimal (SPM) bidang keschatan, sustainable development 0;1/;
(SD(;’S) dan pcmbangunan kesehatan yang berkualitas. Renstra disusun sesuai dengan amanat Undfn 2
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 Ayat
©) mcnyebgtkan bahwa “Pemerintahan dgemh berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sesuai ketentuan ini secara eksplisit
menyatakan bahwa penetapan peraturan daerah (Perda) merupakan hak konstitusional yakni hak yang
diberikan oleh konstitusi sebagai hukgm dasar suatu negara kepada pemerintahan daerah baik provinsi,
kabupaten maupun kota guna menjalankan asas pemerintahan dacrah di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yakni otonomi dan tugas pembantuan (medebewind).

Pemerintahan dacrah dapat menetapkan Perda bukan semata-mata dikarenakan adanya
kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), ataupun Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur
pemerintahan daerah, melainkan merupakan amanat UUD NRI 1945. Hal ini membawa implikasi bahwa
suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah harus memberikan hak kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan Perda,
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

Perda merupakan manifestasi kebijakan pemda dalam menjalankan proses pembangunan di
dacrah. Perda merupakan salah satu parameter yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan otoda
dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perda merupakan instrumen sekaligus pedoman yuridis bagi pemda
dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dengan  tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kesadaran masyarakat tidak merokok di tempat umum yang memberikan
konsckuensi “kawasan khusus merokok”, Pemda Kabupaten Karawang menerbitkan ketentuan dalam 2
(dua) Perda yakni Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan
Keindahan.Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 26 Perda Nomot 6 Tahun 2011 menyebutkan:

‘ (1) Fasilitas pelayanan keschatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah,
fasilitas umum, tempat kerja ditetapkan sebagai kawasan tanpa merokok.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat
khusus untuk merokok.

Sedangkan Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2016 mengatur kawasan tanpa rokok (KTR) dengan
menyebutkan:
(1) KTR meliputi:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar;

c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah;

e. angkutan umum;

f. tempat ketja;
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g. tempat umum; dan

h. tempat lainnya o

(2) KTR sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e merupakan KTR Yang
dilarang menyediakan ruang khusus merokok. P

g dengan huruf h merupakan KTR yang waiib

(3) KTR sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai

menyediakan ruang khusus merokok.

Kedua ketentuan pasal dari dua perda berbeda tersebut menqugkkan tcl’]ﬂdm)’i'1 d‘Shﬂrmomis;lsi.
Pasal 26 Perda Nomor 6 Tahun 2011 menentukan bahwa pada fasilitas pelayanan keschatan, tempat
proses belajar mengajar, tempat anak bermain, dan tempat ibadah harus ada kawasan khusus Metokok,
sedangkan Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2016 melarang ada kawasan khusus merokok pada ke empat
lokasi tersebut. .

Oleh karena itu sangatlah diperlukan solusi untuk mengatasi ketidakharmonisan antara kchntuan Pasal 26
Perda Nomor 6 Tahun 2011 dengan Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2016. I?cngaﬂ fmenglogas ba-hwa Saat
ini merupakan masa atau abad informasi; setitik peristiwa di ujung dunia - pada detk it juga bisa
diketahui bahkan menjadi viral di seluruh belahan dunia, maka sangatlah menarik ‘fdak“kan penelitian
terapan mengenai “solusi disharmonisasi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang mengena
kawasan khusus merokok. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat permasalahan penelitian
yakni “bagaimana solusi disharmonisasi ketentuan Perda Kabupaten Karawang mengenai kawasan

khusus merokok?”

Metode Penelitian o 5

L Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif - empirs yang dilakukan untuk
mengidentifikasi penerapan konsep dan asas-asas hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan

untuk membuat Perda 6/2011 dan Perda 5/2016 Kabupaten Karawang. Peneclitian l?ukum normatif -

empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif .de.ngan adanya

f - empiris mengenai implementasi

penambahan berbagai unsur empiris. Metode penclitian normati : :
ketentuan hukum normatif (Perda 6/2011 dan Perda 5/2016 Kabupaten Karawang dalam aksi pada setiap

peristiwa hukum tertentu yang terjadi masyarakat Kabupaten Karawang. Dalam penelitian jenis ini
terdapat tiga kategori yakni: (1) non judicial case study sebagai pendekatan studi kasus hukum yang tanpa
konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan. (2) Judicial case study yang merupakan
pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan
pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yutisprudensi). Dan (3) /kve case study yang
merupakan pendekatan pada suatu petistiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum
berakhir. Usulan penelitian terapan mengenai “solusi disharmonisasi ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang mengenai kawasan khusus merokok pendekatan rekayasa informasi ini merupakan
kategori /ive case study karena proses peristiwa hukum disharmonisasi sedang berlangsung.
Adapun pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan undang-undang (sazute approach),
pendekatan konseptual (conceptnal - approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan
perbandingan (comparative approach) serta pendekatan filsafat (Ibrahim, 2006). Pendekatan undang-undang
digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur pembentukan, menelaah materi muatan,
dasar ontologis dan ratz:a-/qgi: ketentuan Perda 6/2011 dan Perda 5/2016 Kabupaten Karawang.
Pendekatan konsept.ual digunakan untuk mencmu'k.an pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang d?lam ilmu hukum untuk menganalisis konsep-konsep yuridis pembentukan Perda tadi.
Pfandekatan sejarah digunakan unt:uk melacgk sejarah pembentukan Perda. Pendekatan perbandingan
dllakuk;:s 11:11:;1; kt:;nsg:j;l;a;dsi:{ujdsjrbm?;gan kedua Perda tersebut. Dan pendckatan filsafat akan
mendalam tentang pengerti i 3 b
cr:l:;u6/ 2011 dan Perda 5/2016 Kabupaten Karawang. S e s tankaidih i
Jenis data penelitian adalah data primer, data sckunder : . "
/2011 dan Perda 5/2016 Kabupain Karawang. Data sékclllar?dgf trilc:firsllliir'b[)litalfimer terdnil i
h (makalah, skripsi, tesis, disertasi), pendapat para ahli hukum 'urlleal uﬁ;hu A s e\(r]an,
Data tersier, yaitu kamus umum dan kamus hukum serta en;i)kj ;hfna] , surat kabar, dan
g digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dOPe a. Teknik Rengumpulan
Cepustakaan (Library Research) ua pendekatan, yaitu:
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Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barar,
ini berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat, Laut Jawa di utara, Ky
Subang di Timur, Kabupaten Purwakarta di tenggara, serta Kabupaten Cianjur di Selatan, ' K‘ﬂ)upatcn
Karawang memiliki luas wilayah 1.737,53 km?, dengan jumlah penduduk 2.125.234 jiwa (Scnslu:upatcn
yang berarti berkepadatan 1.223 jiwa per km? Secara geografis Kabupaten Karawang terlerak I;‘l(‘] o
45 15" — 1100 43’ 75” Bujur Timur dan 70 36 00” — 70 56’ 60” Lintang Selatan. Posisi ini mcnclma,l“r'U
Karawang scbagai dacrah Bagian Utara Pulau Jawa yang kemudian kita kenal dengan scbutan l)anrug‘“kﬂn

"bupat &

Gambar 1,
Peta Kabupaten Karawang

A N
S e —— 10
:‘ | e ‘?.""" 3 .‘\ Lot Jows
- 3 VTR Y
I - e T
| Femouwait—
’ Bexasi C i ot TR
> g BpeTE { o r—
n' 2 ‘vl‘-ng el
o { T TR mven
™ z s e N e
—_— e <
< AT e oo ane 200 o =2 #3
\.&__5 i o Pk B Subang
Bogor .‘} ;1_ A “)
N ot SO :
N e . ‘W“
s gy el
oS §

Sumber: hltf);/ / \;’\ir\v.kam\vanginfo.com

Perda Kabupaten merupakan peraturan daerah yang disesuaikan dengan keadaan wilayah kabupaten

tersebut atau dilihat dari muatan lokal wilayah kabupaten itu sendiri. Prosedur penyusunan Perda di

Kabupaten Karawang melalui tahapan sebagai berikut:

1) Pemerintah daerah atau dari DPRD (dari komisi), melakukan analisis kondisi lingkungan, muatan
lokal, dengan melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam pembentukan perda tersebut

2) Di bagian Bapemperda kemudian dikaji dan kemudian melakukan legal drafting pada perda yang akan
dibentuk,

3) Setelah itu dilakukan penyusunan batang tubuh yang sesuai dengan muatan lokal

4) Setelah dilakukan penyusunan batang tubuh, kemudian dibawa kepada Badan Musyawarah dan
kemudian dikaji lagi, setelah dianggap setuju kemudian

5) Badan Musyawarah akan membentuk pansus dan dilakukan sidang paripurna

6) Setelah melakukan sidang paripurna dan disctujui, maka selanjutnya akan dibawa ke biro hukum di
provinsi dan disahkan menjadi undang- undang,

7) Bagian hukum memfasilitasikan dan mensosialisasikan undang — undang tersebut kepada masyarakat

8) Penegakan undang — undang akan di pantau olch bagian Satpol PP.

Perda Kabupaten Karawang No. 5 Tahun 2016 mengenai KTR (Kawasan Tanpa Rokok) dikenal
dengan Perda KTR dibentuk dalam waktu yang panjang dengan beberapa pertimbangan. Perda KTR
melibatkan perda yang lain, salah satunya Perda layak anak, perda tersebut meliputi larangan pemasangan
iklan rokok tidak di arena bermain anak, dan di wilayah pendidikan, demikian pendapat informan 3.

Draft Perda KTR disusun oleh Dinas Kesehatan melalui bidang Promosi Kesehatan (Promkes),
sepetti diungkapkan oleh informan sebagai berikut: “Untuk KTR ini memang wilayah ketja di promkes
dan yang menyusun draf di promkes dan sckarang sudah menjadi Perda KTR dan bidang promkes juga
yang mensosialisasikan perda KTR ini” (informan 5).

, Beberapa sektor yang telah menerapkan Perda No. 6 Tahun 2011 dan Perda No. 5 Tahun 20106
- dalam hasil wawancara sebagai berikut. Sekda (Seketariat Daerah), fasilitas pelayanan kesehatan, terutama
ah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Demikian juga wilayah pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan

camnya (informan 2).
Fasilitas pelayanan kesehatan & wilayah pendidikan sudah termasuk wilayah KTR (informan 4).
an Kecamatan Ciampel yang telah menetapkan wilayah Kantor Kecamatan dan 7 kantor desa di
camatan Ciampel yang sudah menetapkan wilayahnya sebagai KTR dan menetapkan sanksi
ran peraturan tersebut (Informan 5).
0 tia';}R mgflyejllmrkﬁn standing bszzer di setiap kantor dinas se-Kabupaten Karawang tapi
KT v bl S (o) Prcton Py A1
: g saat ini sudah diterapkan dalam beberapa wilayah. Salah
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|
|
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ilayah Karawgng Barat sudah lama diterapkan dan jika ditemukan pelanggaran akan

oty p;icnda sanksi moral (informan 6).

"-beri' apa sektor yang belum menerapkan Perda No. 6 tahun 2011 dan Perda No. 5 tahun 2016

d Beberap ara informan sebagai berikut. Hampir semua wilayah belum menerapkan Perda 5 Pasal 5

. -cuali dinas keschatan, ramah sakit, dan puskesmas (Informan 5).

pahu? o kendala untuk menerapkan Perda No. 5 Tahun 2016 seperti diungkapkan oleh para

Bebcml‘jl.‘;ut ini. Komitmen dari pemerintah, DPRD, Bupati, SKPD masih belum mendukung

jfor ,choo dwill”, kurangnya sosialisasi, kreativitas dan inovasi, keterbatasan dana dan SDM (sumber

«p ho ‘ia) untuk melakukan sosialisasi perda tersebut, belum adanya tindakan represif dari Satpol PP

Jay? manus was perda, dalam aspek budaya hukum, kesadaran hukum yang kurang (informan 2).

sebag?! pézglatﬂﬂ sosialisasi perda kepada masyarakat adalah belum adanya anggaran dari pemerintah
: belum terlaksana sosialisasi perda tersebut. Bapemperdfl telah bf:rgsa}}a untuk meminta fasilitasi

sching8? dalam hal sosialisasi perda K3 dan K'TR ini. Kegiatan sosialisasi perda kepada masyarakat

ygaran ) . ] e 7
dal:;%du m adanya anggaran dati pemerintah sehingga belum tetlaksana sosialisasi perda tersebut
a £

4). il
(]nforma;ap)cmperda telah berusaha untuk meminta fasilitasi dan anggaran dalam hal sosialisasi perda K3

KTR ini (Informan 4). Kendalanya sampai saat ini masih hanya dinkes saja yang masih semangat
a0 menyerukan dan memasyarakatkan KTR di Kabupaten karawang dan masih sangat sedikit

?t:i{/jnstansi lain yang memiliki kontribusi untuk membudayakan Penerapan KTR di wilayahnya
in

(Informan 5)- e ;
Lintas Sektor di Tingkat Pemda Kab Karawang belum memahami tentang pasal 26 perda 6 tahun

2011 schingga masth banyak aktifitas merokok di dalam ruangan pada kantor pemerintahan dan bahkan
2da saat dalam ruangan pertemuan formal di kantor pemerintahan (informan 5). Pasal 26 perda_() tah.urll
2011 tidak menjadi prioritas bagi Satpol PP Kabupaten Karawang untuk ditegakkan karena sampai saat ini
pelum pernah dilakukan penegakan perda terkait pasal 26 sehingga masyarakat tidak pernah jera untuk
merokok dengan bebas di wilayah yang seharusnya menjadi KTR (informan 5).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan terkonfirmasi bahwa ada
disharmonisasi antara Pasal 26 Perda No. 6 Tahun 2011 tentang K3 dengan Pasal 5 Perda No. 5 Tahun
2016 tentang K'TR seperti dalam pernyataan berikut ini.

Memang telah ditemukan beberapa disharmonisasi karena saat penyusunan perda KTR belum
ada acuan peraturan. Perda 6 pasal 26 th 2011 belum menjadi acuan pada perda 5 pasal 5 th 2016 seperti
peraturan pemerintah dan peraturan bersama dengan menteri. Perda 6 pasal 26 th 2011 mulai berlaku
tahun 2011 dan belum pernah ada perubahan, sedangkan peraturan yang jadi dasar Perda 5 Pasal 5 th
2016 belum terbit sehingga masih wajib menyediakan KTR (informan 1).

Antara perda K3 dan perda KTR, ketika pansus pun kita menyadari tabrakan dua ketentuan,
makanya di akhir perda KTR dimasukan klausul bahwa ketentuan yang bertentangan pada perda KTR
yang diatur pada perda lain dicabut atau tidak berlaku (informan 4)

Bahkan denda bagi perokok yang melanggar pada Perda K3 dan perda KTR itu juga memiliki
nominal yang berbeda, schingga diambil kesepakatan untuk mengambil jumlah denda yang lebih besar
pada perda KTR, schingga denda pada perda K3 tidak berlaku untuk denda pelanggaran merokok, Jadi
dengan demikian perda yang berlaku adalah perda 5 pasal 5 th 2016 (Informan 4). Hasil pengkajian dalam
Perda No. 5 Pasal 5 tahun 2016 belum tercantum adanya pencabutan Perda No. 6 tahun 2011,

Pada awal penelitian tahun pertama ini, solusi disharmonisasi Pasal 26 Perda Nomor 6 Tahun 2011 dan
Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2016 di Kabupaten Karawang adalah berupa solusi yuridis teoritis. Perda (Peraturan
D_aemh? baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan,
d‘Sﬂnpmg Undang Undang Dasar Negara Repub.lik Indonesia T.ahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Petz::;ngf:srilg—Undang atau I;craturan Il)’cr:le?n[tjahd Pcnéga:n Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan
O O L R g
sebagaimana disebutkan Mahendera yakni: ‘ :
& Ig’leengubah atau mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal PUU yang
b Mtsangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.

* Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif;
L Untuk pengujian UU terhadap UUD kepada Mahkamah Konsitusi;
5 ia Untuk pengujian PUU di bawah UU terhadap UU kepada Mahkamah Agung.
b €nerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:
~ Lex superior derogat legi inferiori

,ldg W
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UU tingkat lebih rendah, kecua]j apab
4

ingkan P s 2
mengesampingka h UU ditetapkan menjadi Wewenang PUY,

PUU bertingkat lebih tngg! atur hal-hal yang ole

substansi PUU lebih tinggi meng
tingkat lebih rendah.

Lex: specialis derogat legi generalis T
Asas ini mengandung makna, bahwa aturan

hukum yang umum. Ada beberapa prinsip Yang
legi generalis: . | A
afg gl(ctcntuan—kctentuan yang didapati dalam aturan huku

diatur khusus dalam aturan hukum khusu

b. Ketentuan-ketentuan /x spedialis harus s¢

dengan UU). ) . r
c. Kecrigntuan[—jl)ietcntuan lexc specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang ¢

ang dan Kitab Undang-U
dengan /ex generalis. Kitab Undmg-Undﬂﬂg HUklll{m Il);gergataan. 8-Undang
Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum kep

3. Absas lex posterior derogat legi prioni.
Aturan hukum yang lebih baru mengesa
Asas lex posterior derogat legi priori mewajibkan menggunaka
memuat prinsip-prinsip: e
a. AturI:n huiulin yafg baru hatus sederajat atau lebih tinggl dari aturan hukum yang lamg;
b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama. lan ketidakpasti
Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukym,

Dengan adanya asas /x posterior derogat legi priori, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu PUU.
sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada
saat aturan hukum baru mulai berlaku. )
Sesuai asas ke-3 tersebut, sebagaimana disebutkan informan 3 dan 4 dari Badan Pembentuk Peraturan
Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, maka
disharmonisasi Pasal 26 Perda Nomor 6 Tahun 2011 dan Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2016 di
Kabupaten Karawang tentang Kawasan Khusus Tanpa Rokok (KTR) dapat diatasi. Yakni dengan
meniadakan (menganggap sudah tidak berlaku) ketentuan Pasal 26 Perda Nomor 6 Tahun 2011 sejak
terbitnya ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2016 yang berbunyi:

um yang khusus akan menggesampingkan gr,,
harus diperhatikan dalam asas /ex speciqj;; dornggy

N

m tetap berlaku, kecygj; -
g

s tersebut.

derajat dengan ketentuan-ketentuan /x generyjs; Uy

eniadakan aturan hukum yang lamg,

ingkan atau m
mping n hukum yang baru. Asas in; pun

KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 5
(1) KTR meliputi:
fasilitas pelayanan keschatan;
tempat proses belajar mengajar;
tempat anak bermain;
tempat ibadah;
angkutan umum;
tempat kerja;
tempat umum; dan
. tempat lainnya.
~ (@ KTR sebagaimana dimaksud pada huruf a sam
- menyediakan ruang khusus merokok.
- (3 KTR scbagaimana dimaksud pada huruf f sam
- menyediakan ruang khusus merokok.

FR Mo oo o

pai dengan huruf e merupakan KTR yang dilarang

pai dengan huruf h merupakan K'TR yang wajib

b Eesimpulan

n di Kabupaten Karawang,
6 Perda Nomor 6 Tahun 2011
ayanan keschatan, tempat

A

menyebutkan;

Rk proses belaj ;
tempat ketja ditetapkan se bagaieka]ar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah,

Awasan tanpa merokok.
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__ atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud
Pimplﬂﬂn t‘ulx mcf()kok-
0 posts " 5 perda Nomor 5 Tahun 2016
khkﬂn Pasﬂ-] o) mengatur kawasan tanpa rokok (K
ot 2 tokok (KTR) dengan

tk :
eb? soutls
1

n"m TR mcfl.qzﬂim pc]ayanan kesehatan;

{ proscs belajar mengajar;
4 s

teP ot anak bermain;

mpat b330
kutfm umuin;
cempat kerja;
gempat umu dan
tempat lainy®

Pada ayat (1) harys menyediakan tempat

cebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e merupak

odiakan ruang khusus merokok. B
Ny :

m"fﬂ% sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan

K avediakan ruang khusus merokok.

ch)ah\Vﬂ solusi disharmonisasi ketentuan Perda Kabupaten K

) KTR an KTR yang dilarang

huruf h merupakan KTR yang wajib

' . c arawang mengenal kawasan k <ok
pErldckatan rekayasa mformasglpada penelitian awal ini adalah dengan pcncgmp:m asas /ex pl\o};/l::;i J'erzr:tl\ 2]\‘
dc.ng-a(:mfan hukum baru mcngenyampmgkfm atau meniadakan aturan hukum yang lama). Sehingga kctcnrua.ngl’asfll
'noﬂ 4a Nomor 5 Tahun 2016 mengesampingkan atau meniadakan aturan Pasal 26 Perda Nomor 6 Tahun 2011 di
gl::xpﬂtcn Karawang. Sclanjutnya demi kepastian hukum, DPRD Kabupaten

Karawang harus me d
perda Nomor 6 Tahun 2011 dengan mencabut ketentuan Pasal 26-nya. ’ b
er
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